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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOHOR 107 _TAHUN 1997
TENTANG ’
PEMBUKAAN DAN PENFGERTAN MADRASAH
MENTERT AGAMA REPUBLIK INDONESIA

bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional d»
bidang pendidikan, dypandang periy melaksanakan pembukaan
don  penegerian Madrasah untul  dapat dijadikan sebagar
mod2l, motivasi, dan pembina Madrasal’ Swasta ds sektar-
nya.,

t. Undang-Undang Repub ik Indonesia Nomor 2 Tahun '1989
tentang Sistem Pendrdrkan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Aepublik ‘Tndonesia Nomor 28 Tahun
1990 tentang Pendidivan Dasar ;

3. Peraturan Pemerintan Feoublik Inoonusia Nomor 29 Tahun
1990 tentany Pendidikan Menengah !

4. Keputusan Presiden Pepublik  Indonesia MNomor 44 Tahun
1374 tentang Pokad -Net ol Oroanisasi Departemen;

5. Keputusan RPresidan Mopub) ik Inconesya  Noaor IS Tahun
1984 tentang Susuran Organiysasy  Depar temen dengan
jegala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Memor 76 Tahun 1996

6. Keputusan Menier faama . Hentery Pendidihan dan Kebu-
Jayean dan Henteey 0gpam Neoery Nomor 6 Tahun 1975,
Nomor Q3/U/1975% dan Nomor 35 Tahun 1975 tentang

Poningkatan Mutyu Pendrgskan nada Madrasah;

Keputusan Menter: Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang
Susunan Crganisas: dan Tatn Yerja Departemen Agama
rang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan
Keputusan Menter. Aaama Noxnor 75 Tahun 1984 ;

~

Keputusan HMenler ‘gama Bomor 45 Tghun 1981 tentang
Penyeompuirnaan Organisas: dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Devartemen Agama Provinsy . Kantor  Departemen Agama
Kabupaten/Kotamadya dan Palar Pendidikan dan Latihan
Pegawai Teknsg Keagamaan Depa-temen Agama: -
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9. Keputuson Menleri Agamn Nomor 15 Tahun 1978 tentang
Sustnan Organisasi don Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyeh
Negari;

10. Keputusoan Honteri Agoma Momor 16 Tahun i978 tentang
Busunan Orgonisbst dan Tota Kerju Modrasah Tsanowiyeh

Negeri;

1. Keputusan Meateri Agoma, Romor 17 Tahun 1978 tentang
Bustnoen  Organisasi  dan Tata Kerja Hadrassh Aliysh
Nogari .

: Persetujuan Menteri MNegara Pmdaymo.m Aparatur Negara

denqlan Surat Nemor @ B-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1937,

MEMUTUSKAN

¢ KEPUTUSAN MENTERT AGAA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMOU-

KAAMN DAN PENEGERTAN MADRASAH .,

-
T Mombuka  dare menogariknan  madrasah  sebagaimana  tercontum

dalam Tempiran I dar 11 Keputusan ini.

¢ Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, don tata

kerja Madrasah Ibtidaiyah Nogori diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sparpai doongon Pasal 9 Keputusan Monteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978, .

Kodudukan, tugns, fungsi, susinwn organisasi, don tata
korja Madrasah Tsanawiyah Mogeri diatur sesusi ketentusn
Pasal | sampai dongan Pasal 9 Keputusan Menteri Agoma
Momor 16 Tahun 1970.

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, don  tata

kerja Madrasah Tsanmwiynh Negori diatur sesual ketentuan

Pasal 1 sampail doagan Pasal 9 Keputusan Monteri{ Agoma |

Nomor 17 Tahunh 1978,

\

: Ketentuan lebih lanjul yang diperlukan bagi pelaksanaan

Keputusan ini  diatur. oloh Direktur Jondéral Pembinaan

Kelembagann Agama [slom

Sejak barlakunya Kegarlusan ini junlah’ Madrasah Ibtidaiyah
MNegari bertembah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi
1435 (seribu empat ratus tiga pulubh lima) madrasah, Madra—
soh Tsanowiynh HMogori Lertomboh dari 853 (delapon ratus
lima puluh tiga) monjadi 141 (soribu seratus empat puluh
satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Neger{ bertembsh dari
457 (empal ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (1ima ratus

Tima puluh empat ) madrasah.



Ketujuh ¢ Keputusan ini mulei berlaku pada tangga) ditetapkan.

o : Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal T Maret 1997

HENTERT AGAMA" REPUBLIK INDONESIA

/‘///V(f'”' _. .
‘Br‘. H. TARATZ1 ‘TAHER L
« Tembusan .

Menko Kesra:

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangon;

Monteri Pendidikan an Kabudaynan 1] :

Menteri Dalam Negari RI:

Monteri Keuangan RI:

Komisi IX DFRR R

Ditjen Anggaran Departemon Keuangan RI1;

Sekjen/Dirjen Binbaya Istam/Dirjon Bymas Islam dar Urusan

Hoji/lrjnn/Knbnlitbung Agama/Stal AhYi Menteri Agams ;

Para Gubornur KDH Tingkat 1 selurun indonesia;

Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga

Islam/Inspektur/Kapus1ithang Agomn/Sekretaris Ditjen Binbaga

Islom/Kapusdiklat Pogawai:

I't. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/
Setingkat di seluruh Indonesia;

‘2. Para Kepala. Kantor Departeman Agnma Kabupaten/Kotamadya di
seluruh Indonesia; »

13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Mcgara di seluruh Indonesta;

‘4. Biro Hukum dan Humas Depar temen Agama untuk dokumentasi :

'5. Yang bersangkutan untuk diketahu: .
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